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 This study discusses economic distribution in Islam as a vital instrument for 
achieving social welfare based on the Maqashid Syariah perspective of Ibn 
Qayyim al-Jauziyah. Using a qualitative-descriptive approach and library 
research method, the study finds that distribution instruments such as zakat, 
infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) serve not only as religious obligations but 
also as social mechanisms to promote justice and reduce economic inequality. 
The five core principles of Maqashid Syariah—hifzhud-diin, hifzhun-nafs, hifzhul-
‘aql, hifzhun-nasl, serra hifzhul-maal —are directly linked to these instruments. 
The research confirms that the implementation of Islamic economic 
distribution can create holistic and sustainable welfare. 
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 Penelitian ini membahas distribusi ekonomi dalam Islam sebagai instrumen penting 
dalam menciptakan kesejahteraan sosial berdasarkan perspektif Maqashid Syariah 
menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan 
studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa instrumen distribusi seperti zakat, 
infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) bukan hanya sekedar berfungsi sebagai ibadah, 
melainkan sebagai mekanisme sosial guna mewujudkan keadilan dan mengurangi 
ketimpangan ekonomi. Kelima prinsip Maqashid Syariah—hifzhud-diin, hifzhun-
nafs, hifzhul-‘aql, hifzhun-nasl, serra hifzhul-maal—berkorelasi langsung dengan 
instrumen distribusi tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan distribusi 
ekonomi Islam secara aktif dapat menciptakan kesejahteraan yang holistik dan 
berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

 

Data terakhir pada tahun 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 

terjadi tingkat ketimpangan ekonomi diindonesia mencapai 0,379 dibandingkan pada 

data sebelumnya yang mencapai 0,388. (BPS 2023) hal ini menunjukkan bahwa 

pemerataan ekonomi belum mencapai secar optimal dan memerlukan upaya yang 

berkelanjutan, termasuk pendekatan distribusi ekonomi berlandaskan islam guna 

mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi siapapun. 

ketimpangan pada distribusi kekayaan menjadi tantangan utama dalam 

perekonomian, terutama pada perekonomian islam. Islam juga menawarkan solusi 

melalui sitem distribusi yang adil dan berprinsip maqashid syariah seperti 

pendistribusian kekayaan meliputi zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan waris. Seperti 

yang disebutkan dalam Q.S al-Hasyr: 7 

سهوْلِٓ فلَِلٰهِٓ الْقهرٰى اهَْلِٓ مِنْٓ رَسهوْلِهٓ  عَلٰى اٰللّهٓ افََاۤءَٓ مَا ٓ بيِْلِٓ  وَابْنِٓ وَالْمَسٰكِيْنِٓ وَالْيتَٰمٰى الْقهرْبٰى وَلِذِى وَلِلرَّ دهوْلَة ٓ يَكهوْنَٓ لَٓ كَيْٓ السَّ  

ٓ سهوْلهٓ اٰتٰىكهمهٓ وَمَا ٓ مِنْكهمْٓ  الَْغْنيَِاۤءِٓ بيَْنَٓ    ذهوْههٓ الرَّ وْآ  عَنْههٓ نَهٰىكهمْٓ وَمَا فخَه الْعِقَابِٓ  شَدِيْدهٓ اٰللَّٓ اِنَّٓ اٰللَّٓ  وَاتَّقهوا فَانْتهَه   

 Pada ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya ketimpangan pendapatan maupun 

kekayaan akibat sistem distribusi yang tidak adil, dimana kekayaan tersebut hanya 

diperuntukkan ataupun dinikmati oleh sebagian orang. Untuk mengatasi terjadinya 

ketimpangan sosial menekankan adanya instrumen-instrumen distribusi seperti zakat, 

infaq, sedekah, wakaf sebagai penyeimbang struktur sosial antara masyarakat kaya dan 

miskin. Sehingga tidak akan terjadi ketimpangan ekonomi serta mewujudkan keadilan 

sosial. 

 Bermula berbagai pemikiran yang muncul dalam proses distribusi yang di 

diskusikan oleh ekonom muslim, sehingga terwujudlah konsep, pengertian, tujuan 

distribusi dalam ekonomi islam. Hal ini juga memberikan solusi atas berbagai 

permasalahan yang dihadapi saat ini(Madnasir 2011). 

 Imam Al-Ghazali, Imam Al-Shatibi, dan Imam Al-Juwayni memberikan 

gambaran mengenai prinsip Maqashid Syariah terkait pentingnya Maqashid Syariah—

hifzhud-diin, hifzhun-nafs, hifzhul-‘aql, hifzhun-nasl, serra hifzhul-maal. Dalam konteks ini, 

prinsip Maqashid syariah telah menerapkan ajaran agama islam secara nyata dalam 

berbagai aspek kehidupan. Pada prinsip ini menyatakan bahwa praktik perekonomian 

yang dilakukan oleh suatu masyarakat telah selaras dengan prinsip dan ajaran agama 

islam, dan memelihara integritas serta moral setiap individu. (Nurrohman 2020) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi 

kepustakaan (library research). Fokus utamanya adalah menggali serta menganalisis 

konsep distribusi ekonomi Islam dalam menjaga kesejahteraan berdasarkan perspektif 

Maqashid Syariah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut (Fatha Pringgar and 

Sujatmiko 2020) Proses studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai 
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literatur serta menganalisis topik-topik yang berkaitan untuk kemudian dikompilasi. 

Penelusuran bahan pustaka dapat memanfaatkan beragam sumber seperti jurnal, buku, 

kamus, dokumen, majalah, dan sumber lainnya tanpa harus melakukan penelitian 

langsung di lapangan. 

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Februari hingga Mei 2025 dan dilakukan 

secara daring serta luring melalui kajian literatur, baik berupa jurnal, buku, artikel 

ilmiah, maupun dokumen relevan lainnya yang tersedia di perpustakaan Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya serta sumber digital akademik terpercaya. Sasaran 

dalam penelitian ini adalah literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tema 

distribusi ekonomi Islam, kesejahteraan ekonomi silam, maqashid syariah, serta 

pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Populasi dalam penelitian ini mencakup 

seluruh literatur yang relevan dengan topik ekonomi Islam, distribusi kekayaan, 

maqashid syariah, dan pemikiran Ibnu Qayyim. Sampel ditentukan secara purposive, 

yaitu literatur yang dinilai paling relevan, kredibel, dan kontekstual terhadap 

permasalahan yang diangkat. 

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan 

mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan. Selanjutnya, literatur 

tersebut ditelaah dan diklasifikasikan berdasarkan tema seperti distribusi ekonomi, 

instrumen ZISWAF, kesejahteraan, dan Maqashid Syariah. Setelah itu, dilakukan 

analisis terhadap keterkaitan antara prinsip distribusi ekonomi Islam dan lima tujuan 

utama Maqashid Syariah menurut Ibnu Qayyim. Tahap akhir dari penelitian ini adalah 

penyusunan temuan dalam bentuk deskriptif dan tematik. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), 

dengan bantuan instrumen pendukung seperti catatan bacaan, format klasifikasi data, 

serta lembar analisis tematik. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content 

analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi isi literatur 

yang berhubungan dengan distribusi ekonomi islam dan konsep maqashid syariah. 

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada penarikan makna serta 

hubungan antar konsep. 

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa distribusi ekonomi dalam islam memegang 

peranan signifikan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama dalam 

perspektif Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 

Distribusi melalui instrumen seperti zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf (ZISWAF) bukan 

berfungsi sebagai ibadah saja, melainkan sebagai sistem sosial ekonomi yang mampu 

mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. 

Berdasarkan penelusuran literatur dan analisis tematik dalam penelitian ini, 

ditemukan bahwa lima prinsip Maqashid Syariah (Hifz ad-Din, an-Nafs, al-‘Aql, an-Nasl, 

al-Mal) berperan langsung dalam mendukung pemerataan ekonomi dan distribusi 

kekayaan yang adil. 
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Tabel 1. Keterkaitan Instrumen ZISWAF terhadap Pilar Maqashid Syariah 

Instrumen Distribusi Fungsi Utama Keterkaitan Maqashid 

Syariah 

Zakat Redistribusi kekayaan Hifz al-Mal, Hifz an-Nafs 

Infaq Dukungan sosial secara 

sukarela 

Hifz an-Nafs, Hifz al-Din 

Sedekah Membantu sesama tanpa 

batasan 

Hifz al-Mal, Hifz al-Aql 

Wakaf Investasi sosial berjangka 

panjang 

Hifz an-Nasl, Hifz al-Maal 

 

Dari table berikut, tampak bahwa seluruh instrumen distribusi memiliki dimensi 

kemaslahatan dan bersinergi dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Hal ini 

mendukung pandangan bahwa sistem distribusi ekonomi Islam bukan hanya bersifat 

transaksional, tetapi juga transformasional. 

Gambar 1. Korelasi Antara ZIWAF tehadap Lima Pilar Maqashid Syariah 

 
 

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi sistem distribusi Islam secara 

aktif dapat menciptakan keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi. 

Perspektif Ibn Qayyim menekankan bahwa setiap ketentuan syariat mengandung 

maslahat, dan distribusi kekayaan yang merata adalah bagian dari hikmah hukum 

Islam. 

 

PEMBAHASAN 

Distribusi Ekonomi dalam Perspektif Islam 

Distribusi ialah kegiatan ekonomi manusia selain produksi dan konsumsi (Sari 

2023). Menurut KBBI, distribusi merujuk pada kegiatan menyalurkan, membagikam dan 

mengirimkan barang kepada sejumlah orang atau tempat tertentu terutama dalam 

situasi yang darurat, yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat sehari-hari (Syahrin et al. 2022). Menurut pandangan Anas Zarqa, distribusi 
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dalam ekonomi islam mencakup proses alih kekayaan atau pendapatan antar individu, 

baik melalui mekanisme pasar maupun dengan cara lain mencakup zakat, wakaf, 

sedekah (Syukur 2019). Distribusi memiliki peran krusial dalam menyalurkan hasil 

produksi, baik dalam bentuk barang maupun jasa dari produsen ke konsumen dengan 

tujuan memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan 

sekunder (Putri and Sukardi 2023). 

Dalam pespektif ekonomi islam, distribusi merupakan elemen penting yang 

bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Islam menekankan 

pentingnya pemerataan kekayaan supaya tidak hanya terpusat dikalangan tertentu saja, 

melainkan harus tersebar secara merata dan adil diseluruh masyarakat. Pendistribusian 

kekayaan yang tidak adil dan merata dapat menimbulkan ketimpangan sosial di mana 

membuat orang yang kaya akan terus bertambah kaya sedangkan orang yang miskin 

semakin semakin terpuruk dalam kemiskinan (Putri et al…, 2025).  

Firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr: 7 menekankan supaya kekayaan tidak hanya 

beredar dikalangan orang kaya saja 

سهوْلِٓ فلَِلٰهِٓ الْقهرٰى اهَْلِٓ مِنْٓ رَسهوْلِهٓ  عَلٰىٓ اٰللّهٓ افََاۤءَٓ مَا ٓ  يَكهوْنَٓ لَٓ كَيْٓ السَّبِيْلِٓ  وَابْنِٓ وَالْمَسٰكِيْنِٓ وَالْيَتٰمٰىٓ الْقهرْبٰىٓ وَلِذِىٓ وَلِلرَّ

ٓ دهوْلَة ٓ سهوْلهٓ اٰتٰىكهمهٓ وَمَا ٓ مِنْكهمْٓ  الْغَْنِيَاۤءِٓ بَيْنَٓ ۢ  ذهوْههٓ الرَّ وْآ  عَنْههٓ نَهٰىكهمْٓ وَمَا فَخه الْعِقَابِٓ  شَدِيْدهٓ اٰللَّٓ اِنَّٓ اٰللَّٓ  وَاتَّقهوآ فَانْتهَه   

Artinya: 

’’segala harta rampasan (fai’) yang dikaruniakan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal 

dari penduduk negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, ibn sabil, 

Demikian agar kekayaan itu tidak hanya beredar dikalangan orang yang kaya saja, ambillah apa 

yang telah diberikan Rasul kepadamu dan jauhilah apa yang dilarangnya bagimu. Bertakwalah 

kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras dalam memberikan hukuman’’ 

Al-Qur’an menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam 

pendistribusian harta terhadap masyarakat. Terdapat beberapa larangan untuk 

mencegah terjadinya ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Salah satu larangan 

tersebut adalah menimbun harta (Al-iktinaz), telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah: 34-

35 tentang larangan menimbun harta dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sosial 

karena menghalangi penyaluran kekayaan kepada yang membutuhkan. Selain itu, 

dilarang bermegah-megahan yang melalaikan (Al-Takatsur) sebagaimana dalam Q.S At-

Takatsur ayat 1-8. Ayat ini menegur perilaku manusia yang berbangga dan 

memperbanyak harta dan keturunan yang dapat melalaikan mereka dari tujuan akhirat. 

Selanjutnya, islam melarangbpraktik monopoli (Ihtikar) yaitu tindakan menimbun 

barang dengan tujuan menaikkan harga dan menyulitkan masyarakat (Suryani et al…, 

2020). 

Terdapat beberapa prinsip dalam distribusi. Pertama adalah larangan terhadap 

riba dan gharar, karena ekonomi islam didasarkan pada prinsip-prinsip saling 

menguntungkan. Riba dan gharar justru menciptakan ketimpangan, sebab 

menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lainnya (Sari 2023). Kedua, prinsip 

keadilan dalam distribusi. Hal ini merujuk pada keadaan di mana tidak ada yamg 

memihak pada golongan atau individu tertentu dalam kegiatan ekonomi. Prinsip 

keadilan dalam distribusi dipahami sebagai pembagian kekayaan dan pendapatan 

secara proporsional dan adil, berdasarkan prinsip keadilan yang berlaku secara 
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umum(Salim 2019). Ketiga, konsep kepemilikan dalam ekonomi islam. Islam 

memberikan pengakuan atas hak kepemilikan individu terhadap suatu barang atau 

harta, asalkan diperoleh melalui cara yang halal. Kepemilikan tersebut dianggap sebagai 

sarana bagi manusia untuk memperrtahankan kesejahteraan hidupnya di dunia 

(Rostiani and Muin 2025). 

Dalam sistem ekonomi islam, prinsip-prinsip distribuai kekayaan tidak hanya 

bersifat konseptual, tetapi juga diterapkan dalam beberapa instrumen ekonomi dan 

sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Di antara 

instrument utama yang berperan dalam pemerataan distribusi kekayaan adalah zakat, 

infak, shodaqoh dan waqaf yang dikenal dengan istilah ZISWAF. Zakat adalah 

kewajiban agama yang harus dilakukan oleh setiap orang islam yang telah memenuhi 

syarat tertentu, yaitu memiliki harta yang mencapai batas minimum (nishab) dan telah 

dimiliki selama satu tahun (haul). Fungsi utama zakat adalah mendistribusikan 

kekayaan dari golongan yang memiliki kelebihan harta kepada golongan yang lebih 

membutuhkan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan, mengurangi kemiskinan 

serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mahera dan jamal 

2025). Dalam Al-Qur’an surah At-Taubah: 60, Allah menetapkan 8 golongan (asnaf) 

yang berhak menerima zakat, yaitu: Faqir, Miskin, Amil zakat, Muallaf, Riqab, Gharim, 

Fisabilillah, Ibnu sabil (Ramadhanti, et al…, 2024). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 267: 

آ الَّذِيْنَٓ يٰ ايَُّهَا ا ٓ كَسَبْتهمْٓ مَآ طَي بِٰتِٓ مِنْٓ انَْفِقهوْآ اٰمَنهوْ  نَٓ لَكهمْٓ اخَْرَجْنَا وَمِمَّ ٓ م ِ وا وَلَٓ الْرَْضِ  مه  وَلَسْتهمْٓ تهنْفِقهوْنَٓ مِنْههٓ الْخَبِيْثَٓ تيََمَّ

وْا انَْٓ اِلَّ ٓ بِاٰخِذِيْهِٓ آ فِيْهِٓ  تهغْمِضه وْ    حَمِيْدٓ  غَنِيٓ  اٰللَّٓ انََّٓ وَاعْلَمه

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik 

dan Sebagian dari hasil bumi yang kami keluarkan untukmu. Janganlah kamu memilih pemberian 

yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau menerimanya, kecuali dengan 

rasa enggan dan menutup mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha 

terpuji”. 

 

Rosulullah Shallalallahu’alaihi Wasallam bersabda: 

سلِمَٓ أخََاههٓ فَلْيَمْنحَْهَا عَنْهَا وَعَجَزَٓ عَهَا يزَْرَٓ أنَْٓ يَسْتطَِعْٓ لَمْٓ فَإِنْٓ غْهَا فلَْيَزْرَٓ أرَْضٓ  لَههٓ كَانَتْٓ مَنْٓ يهؤَاجِرْهَاإِيَّاههٓ وَلَٓ الْمه  

Artinya: 

“Barangsiapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia mengelola dan 

menanaminya. Namun, jika ia tidak mampu menanaminya atau merasa kesulitan untuk 

menanaminya, maka sebaiknya tanah diberikan kepada saudaranya sesama muslim untuk 

dikelola. Dan tidaklah pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya.” 

(H.R Bukhari dan Muslim). 

Selain kewajiban zakat, terdapat pula anjuran untuk melaksanakan infaq dan 

shodaqoh sebagai bentuk kontribusi sosial. Infaq merupakan bentuk ibadah sosial yang 

dianjurkan, di mana seorang muslim secara sukarela mengeluarkan sebagian dari harta 

atau pendapatannya yang dilakukan dengan niat untuk taqarrub (mendekatkankan 

diri) kepada Allah, yang bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan dan 

kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berbeda dengan zakat yang memiliki 
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ketentuan khusus terkait jumlah dan waktu penyalurannya, infaq bersifat fleksibel 

karena tidak terikat pada batasan nominal maupun periode tertentu, sehingga dapat 

dilakukan kapan saja dan dalam berbagai bentuk, baik barang maupun uang asalkan 

mempunyai tujuan untuk kebaikan (Yusuf 2025). Di sisi lain shodaqoh merupakan 

bentuk pemberian yang dilakukan secara Ikhlas semata-mata tanpa mengharapkan 

imbalan apapun selain untuk memperoleh keridhoan Allah. Shodaqoh tidak hanya 

terbatas pada pemberian materi atau harta  saja, melainkan bisa diwujudkan melalui 

perbuatan atau ucapan yang baik seperti memberikan senyuman, menyampaikan 

nasihat atau membantu sesame (Afifah et al…, 2022). 

Zakat, infaq dan shodaqoh memiliki peran krusial sebagai sarana untuk 

mendistribusikan Kembali kekayaan dalam masyarak yang memungkinkan terjadinya 

aliran harta dari individu yang berkecukupan kepada mereka yang kurang mampu dan 

membutuhkannya, sehingga dapat membantu menciptakan keseimbangan ekonomi. 

Pendekatan ini berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan 

memperkuat keadilan sosial, sehingga kesenjangan dapat diminimalkan dan 

masyarakat cenderung hidup  dalam suasana yang lebih damai, harmonis dan stabil 

(Mahera and Jamal 2025). 

 

Kesejahteraan Ekonomi dalam Prespektif Islam 

Kesejahteraan dalam perspektif sistem ekonomi Islam dicapai melalui penerapan 

nilai-nilai, norma, ajaran, serta prinsip keimanan Islam sebagai elemen dasar. Keimanan 

menjadi landasan utama dalam menentukan keputusan ekonomi yang mencakup 

pengelolaan produksi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa, sebelum semua itu 

masuk pada mekanisme pasar. Dengan demikian, tercipta keseimbangan dan 

keharmonisan antara kepentingan pribadi, kelompok, dan ketentuan pasar yang diatur 

melalui kebijakan sosial ekonomi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah 

berlandaskan prinsip keimanan. Hal ini mendorong terciptanya sistem ekonomi yang 

holistik serta terintegrasi, yang pada akhirnya mampu membawa individu dan 

masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera dan bermartabat (ḥayaatan ṭayyibah), baik 

didunia maupun diakhirat (Abdurrahman and Mondika 2023)(Abdurrahman and 

Mondika 2023). 

Seluruh ajaran dalam Islam ternyata memiliki keterkaitan erat dengan persoalan 

kesejahteraan sosial. Misalnya, hubungan dengan Allah harus disertai dengan 

hubungan baik terhadap sesama manusia (ḥabluminallah waḥabluminan-naas). Selain itu, 

perintah untuk beriman selalu disandingkan dengan perintah untuk beramal shaleh, 

yang mencakup upaya menciptakan kesejahteraan sosial serta ajaran pokok dalam islam 

seperti rukun islam, mulai dari syahadat hingga haji-semuanya memiliki dimensi sosial 

yang kuat dan berperan dalam mendorong terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan 

bermasyarakat (Tahkim 2022). 

Ekonomi syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia 

secara holistik, mencakup aspek material, spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan 

dalam sistem ini tidak semata-mata didasarkan pada aspek ekonomi saja, melainkan 
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juga menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dan etika. Pandangan mengenai 

kebahagiaan dan kesejahteraan dalam islam merujuk pada tujuan utama yang tercermin 

dalam lima prinsip maqaashid syariah, yaitu menjaga agama (hifdzud-din), jiwa (hifdzun-

nafs), akal  (hifdzul-‘aql), keturunan (hifdzun-nasl), harta (hifdzul-maal)(Suardi 2021). 

   Secara lebih rinci, tujuan ekonomi Islam meliputi terwujudnya kesejahteraan 

bagi individu, komunitas, serta bagi negara; pemenuhan kebutuhan pokok manusia 

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, keamanan, pendidikan 

serta sistem pemerintahan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut secara adil. 

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya 

secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak berlebihan. Tujuan lainnya mencakup 

distribusi kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata; 

perlindungan terhadap kebebasan individu; menjamin kesetaraan hak serta peluang 

bagi seluruh lapisan masyarakat; serta penegakan prinsip keadilan dan semangat kerja 

sama dalam kehidupan ekonomi. 

Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas jiwa, 

harta, serta martabatnya. Bukan hanya tindakan pembunuhan atau perampasan harta 

yang dilarang, tetapi juga perilaku seperti menyindir secara halus, mengancam, 

memberi julukan yang merendahkan, berprasangka buruk, atau mencari-cari kesalahan 

orang lain pun termasuk perbuatan yang jelas-jelas dilarang. Hal-hal tersebut dapat 

menimbulkan rasa takut, ketidakamanan, dan kegelisahan yang berpotensi 

menghambat terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin. Dalam hal ini, negara 

berkewajiban untuk menjamin kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi semua 

warganya tanpa membedakan suku, golongan, atau agama—sejalan dengan prinsip 

islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rohmatan lil ‘alamiin)(Purwana 2023). 

Konsep ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan 

kesejahteraan, karena nilai-nilai yang dikandungnya mendukung terciptanya keadilan 

dan kemaslahatan. Prinsip utama dalam ekonomi islam ialah konsep kepemilikan (al-

milkiyah). Islam memandang bahwa segala bentuk kekayaan sejatinya adalah milik Allah 

SWT, sementara manusia berperan sebagai pihak yang diberi amanah untuk 

mengelolaharta tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi atas suatu barang harus 

diperoleh dengan metode yang sesuai dengan syariat islam, seperti jual beli yang sah, 

pemberian hadiah, atau metode lain yang dibenarkan secara hukum Islam. 

Selain kepemilikan individu, terdapat pula konsep kepemilikan negara (milkiyah 

al-dauliyah). Dalam hal ini, negara memiliki hak atas harta tertentu berdasarkan 

ketentuan syariat. Pengelolaan harta tersebut berada di bawah otoritas negara dan 

mencakup aset seperti ghanimah (rampasan perang), fai’, khumus, jizyah, pajak, 

seperlima dari rikaz (harta temuan), ushr, serta harta dari orang yang tidak memiliki 

ahli waris. Harta-harta ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, seperti 

membayar gaji pegawai, membiayai jihad, serta menyediakan berbagai pelayanan yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam merupakan 

model pembangunan ideal yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam 

memberikan pelayanan sosial yang menyeluruh dan adil kepada seluruh rakyatnya. 
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Konsep lainnya adalah pemanfaatan kepemilikan (al-tasharruf fil-milkiyah), yang 

menekankan pentingnya pemahaman atas hak kepemilikan agar seseorang dapat 

mengelola hartanya secara tepat. Hanya pemilik sah yang berhak untuk mengelola dan 

menggunakan harta miliknya, dan penggunaan tersebut harus dilakukan berdasarkan 

ketentuan yang digariskan dalam syariat islam. Pengelolaan ini mencerminkan 

tanggung jawab moral dan sosial, dengan tujuan menjaga keseimbangan serta 

menciptakan kemaslahatan bersama. 

 

Maqashid Syariah Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 

Secara etimologis, maqashid adalah bentuk jama’ dari maqshad yang berasal dari 

kata ٓقصد yang memiliki arti “maksud” atau “tujuan”. Sementara itu, syariah secara 

bahasa berarti agama, ajaran, jalan, sunnah (Amin 2021). Dengan demikian, maqashid 

syariah merujuk pada pemahaman atas tujuan, maksud serta rahasia yang 

melatarbelakangi ditetapkannya suatu hukum dalam islam. Konsep ini merupakan 

bagian krusial dalam ajaran islam yang menekankan bahwa keberadaan islam bertujuan 

untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Inti dari maqashid syariah 

adalah menciptakan kebaikan dan menghindari keburukan atau dalam istilah lainnya 

yaitu menarik manfaat (jalbal masaalih) dan mencegah kemudharatan (dar’ul mafaasid) 

(Paryadi 2021). 

Menurut perspektif Ibn Qayyim, maqashid syariah merupakan sekumpulan hikmah 

dan kemaslahatan yang Alllah wahyukan melalui syariatnya untuk kepentingan umat 

manusia. Syariat ini didasarkan pada prinsip keadilan yang menyeluruh serta rahmat 

yang luas dan sempurna. Ibn Qayyim menekankan bahwa apabila manusia mau 

merenungi setiap aturan yang Allah tetapkan, mereka akan menemukan bahwa seluruh 

hukum tersebut mengandung hikmah dan kemaslahatan. Ia juga menegaskan tujuan 

utama dari hukum islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat, baik di 

dunia maupun di akhirat. Menurutnya, seluruh ketentuan dalam islam dibangun atas 

fondasi keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Apabila suatu hukum 

menyimpang dari keempat unsur tersebut, maka tidak layak disebut sebagai bagian dari 

hukum islam (Paryadi and Haq 2020).  

Ibn Qayyim membagi maqashid syariah ke dalam tiga kategori utama yang beliau 

kemukakan dalam karya-karyanya.  Pertama, Ta’lil Al-Ahkam (sebab atau alasan hukum 

syariah). Kedua, Daruriyat Al-Khams (lima kebutuhan pokok yang harus dijaga). ketiga, 

Jalbal masaalih wadar’ul-mafasid (mengupayakan kemaslahatan dan mencegah 

kerusakan). Ta’lil al-ahkam merupakan konsep penting yang berfokus pada identifikasi 

dan pemahaman illat (alasan atau sebab) dibalik penetapan hukum syariat. Konsep ini 

sangat penting dalam proses ijtihad dan penarikan hukum (istinbath) , karena dengan 

memahami illat, seorang mujtahid dapat mengungkapkan hikmah dan tujuan dari suatu 

hukum, serta menerapkannya secara kontekstual sesuai dengan kondisi dan situasi 

yang berbeda. Fungsi ta’lil al-ahkam adalah sebagai sarana untuk menyesuaikan 

penerapan hukum syariat pada berbagai keadaan dengan mempertimbangkan ada atau 

tidaknya illat yang menjadi landasan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh 
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yang menyatakan bahwa “hukum itu berputar sesuai dengan ada atau tidaknya illat” 

(Al-hukmu yaduuru ma’a illatihi wujuudan wa ‘adaman) (Ridlo and Muhajirin 2022). 

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maqashid syariah yang  juga dikenal dengan 

al-kulliyat al-khams menurut Imam Al-Ghazali terdiri dari lima tujuan utama, (menjaga 

agama (hifzdud-din), jiwa (hifdzun-nafs), akal (hifdzul-aql), keturunan (hifdzun-nasl), dan 

harta (hifdzul-maal). Namun, Ibn Qayyim mengembangkan konsep dharuriyat al-khams 

dengan menambahkan tujuh aspek penting yang mencerminkan dimensi spiritual, 

moral, sosial, dan ekologis. a) mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya 

serta senantiasa menyembah dan mencintainya, b) menegakkan keadilan dan menjauhi 

kedzaliman, syirik, sombong dan permusuhan, c) menolak tipu daya setan dan taat pada 

perintah Allah, d) memiliki sifat sabar, bersyukur dan benar, e) berakhlak mulia, 

beradab serta bersifat pemalu, f) melindungi lingkungan serta mengajak orang lain 

untuk lebih peduli terhadap pendidikan yang berorientasi pada lingkungan, g) 

memperkuat persatuan dan menghindari perpecahan (Ridlo and Muhajirin 2022). 

Prinsip Jalbal-masaalih wadar’ul-mafaasid berarti mengupayakan kemaslahatan 

sekaligus mencegah kerusakan, merupakan kaidah dasar dalam ilmu maqashid syariah. 

Al-syatibi menegaskan bahwa Allah SWT selalu mengutamakan kemaslahatan manusia 

dalam menetapkan syariatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap hukum yang 

tidak mengarah kepada kemaslahatan dianggap menyimpang dari tujuan syariat. Ibn 

Qayyim Al-jauziyah berpendapat bahwa semua ketetapan Allah SWT pada dasarnya 

mengandung kebaikan dan tidak mungkin mengandung kemudharatan atau 

kebinasaan (Dainori 2017).  

Para ahli fiqh (fuqaha) sepakat bahwa penentuan nilai maslahah (kemaslahatan) 

dan mafsadah (kerusakan) merupakan kewenangan para mujtahid. Pada dasarnya, 

maslahah dan mafsadah muncul dan ditentukan sebagai pengambilan hukum dari 

sumber-sumber utama syariat yaitu Al-Qur’an dan hadits (istinbathul hukmi). akibatnya 

hanya mujtahid yang berhak menetapkan maslahah dan mafsadah, sementara selain 

mereka tidak diperkenankan melakukan hal tersebut. Penetapan nilai maslahah dan 

mafsadah bersifat zhanni (dugaan kuat) dan qath’i (tidak pasti) karena mujtahid hanya 

dapat mengamati indikator-indikator lahiriyah, sementara hakikat sebenarnya hanya 

diketahui oleh Allah SWT. Ibn Qayyim mengemukakan bahwa terdiri dari empat unsur 

hakikat kemaslahatan yaitu kesenangan beserta penyebabnya serta kebahagiaan beserta 

penyebabnya, demikian pula kemudharatan mencakup kepedihan beserta faktor-faktor 

yang melatarbelakanginya serta kesusahan dan sebab-sebabnya. Sehingga muncul 

kaidah yang menyatakan  bahwa fatwa  dapat berubah sesuai dengan sebab-sebab yang 

melatarbelakanginya seperti waktu, tempat, kondisi, niat serta adat kebiasaan. Kaidah 

ini menegaskan bahwa hukum islam bersifat fleksibel guna menyesuaikan diri dengan 

dinamika sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, penetapan hukum harus 

mempertimbangkan konteks dan realitas yang ada untuk mencapai kemaslahatan dan 

menghindari kemudharatan (Dr. Sutisna et al. 2021). 

 

 



Author: Muhammad Rizky Rahmadani, Nur Atika, Hijjatum Balighotul Q, Sri Wigati  

 

34| Vol. 4, No. (3) 2025: JSE: Jurnal Sharia Economica 

KESIMPULAN  

Distribusi ekonomi dalam Islam memainkan peran sentral dalam menciptakan 

kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Berdasarkan perspektif Maqashid 

Syariah yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, distribusi tidak sekedar 

aktivitas ekonomi biasa, melainkan instrumen syariah guna mencapai kemaslahatan 

umat secara menyeluruh. Instrumen distribusi seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf 

(ZISWAF) berkontribusi langsung terhadap lima tujuan utama Maqashid Syariah: 

menjaga agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ an-

nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). 

Ibnu Qayyim menekankan bahwa semua hukum dalam Islam bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan, rahmat, dan kesejahteraan, serta menolak kemudaratan. Dengan 

penerapan distribusi ekonomi Islam, ketimpangan sosial dapat diminimalisir, dan 

kesejahteraan yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dapat dicapai 

secara holistik. Oleh sebab itu, dalam ekonomi islam, sistem distribusi harus dipahami 

dan diimplementasikan bukan sekedar bentuk ibadah, melainkan juga sebagai 

mekanisme transformasi sosial yang menegakkan keadilan serta menciptakan 

masyarakat yang sejahtera secara lahir maupun batin. 
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